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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan kebijakan minuman 

beralkohol di Kota Gorontalo. 

a. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman 

beralkohol di Kota Gorontalo dilakukan berdasarkan peraturan daerah 

Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 yang melibatkan lintas sector 

terkait yaitu Disperindag Kota Gorontalo dalam pengawasan, Satpol PP 

Kota Gorontalo selaku penegakan perda dan Polres Gorontalo Kota 

sebagai penindak indikasi tindakan pidana. 

b. Tahapan proses pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di 

Kota Gorontalo: 

1) Pembahasan dan pembentukan Peraturan Daerah yang mengatur 

tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota 

Gorontalo. 

2) Sosialisasi, pembinaan dan pengarahan pada masyarakat, pengusaha 

tempat hiburan mengenai adanya peraturan daerah yang mengatur 

tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota 

Gorontalo. 
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3) Upaya preventif berupa penindakan yustisial yang menjadi tanggung 

jawab dari institusi Satpol PP dan Disperindag Kota Gorontalo. 

4) Upaya hukum berupa penyelidikan dan penyidikan serta penindakan 

yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap masyarakat atau 

pengusaha tempat hiburan yang tidak mengindahkan upaya preventif 

yang dilakukan oleh institusi Satpol PP dan Disperindag Kota 

Gorontalo. 

c. Upaya pengendalian minuman beralkohol di Kota Gorontalo dilakukan 

oleh Disperindag Kota Gorontalo, dimana izin penjualan minuman 

beralkohol tidak diberikan pada masyarakat secara umum, melainkan 

melalui mekanisme dan persyaratan yang ketat kepada pengusaha tempat 

hiburan. Sidak pun rutin dilakukan sebagai bentuk pengawasan peredaran 

minuman beralkohol di Kota Gorontalo. 

d. Upaya pengawasan minuman beralkohol di Kota Gorontalo dilakukan 

oleh Satpol PP, dimana proses pengawasan dilakukan melalui kerjasama 

lintas sector dan komunikasi yang insetif. Penindakan yustisi dilakukan 

dengan penyitaan minuman beralkohol dan pembinaan pada penjual 

minuman beralkohol.  

e. Evaluasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan minuman 

beralkohol bertujuan untuk menilai jalannya proses kebijakan 

pengawasan dan pengendalian yang dilakukan. Proses pelaksanaan 

dilakukan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah mengenai 

masalah, hambatan yang terjadi dalam penegakan perda tersebut, yang 
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kemudian dirumuskan kembali rencana tindak lanjut mengenai 

kebijakan-kebijakan yang diambil untuk menekan peredaran minuman 

beralkohol di masyarakat. 

2. Faktor penentu keberhasilan kebijakan pengendalian dan pengawasan 

kebijakan minuman beralkohol di Kota Gorontalo 

a. Komunikasi yang terjalin antara lintas sector dilakukan secara intensif 

antara satpol PP selaku penegak perda, Polri dalam hal penindakan serta 

disperindag dalam pengawasan. Komunikasi selalu dilakukan sebelum 

dan sesudah melakukan kegiatan razia. Komunikasi antar pimpinan 

institusi dilakukan melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 

(Forkompinda) untuk merumuskan langkah-langkah strategis. 

Komunikasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dilakukan 

dengan surat dinas resmi dan komunikasi via media telepon, sms, 

whatsapp. 

b. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman 

beralkohol di Kota Gorontalo dilakukan dengan melibatkan sumber daya 

manusia pada masing institusi yang berkompeten pada tugas pokok dan 

fungsinya masing-masing. Sumber daya sarana prasarana masih 

membutuhkan pelengkapan, seperti pos-pos penjagaan dan kendaraan 

operasional serta gudang barang sitaan. 

c. Terkait dengan pegawasan dan pengendalian minuman beralkohol, secara 

struktur, pelaksana utama adalah Satpol PP selaku penegak peraturan 

daerah. Kepolisian melaksanakan tugas sebagai penindak atas indikasi 
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pidana yang terjadi yang juga di back up oleh TNI selaku pengayom 

masyarakat. 

 

5.2 Saran 

1. Bagi Institusi Pemerintah 

Penindakan yang dianggap kurang maksimal dalam memberikan efek 

jera, kiranya dapat dirumuskan kembali pemberian sanksi tidak hanya bagi 

penjual, namun juga pada produsen sekaligus penjual serta masyarakat yang 

mengkonsumsinya. Demikian halnya sanksi yang diberikan tidak hanya 

berupa denda namun juga berupa kurungan fisik yang lebih berat lagi. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Kiranya dapat melibatkan diri dalam melakukan tinjauan akademisi 

terhadap perda no. 3 tahun 2017 mengenai pengendalian dan pengawasan 

minuman beralkohol, sehingga dapat menyempurnakan perda tersebut 

sehingga dapat lebih efektif dan efisien. 
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